KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 1420/UN14/HK /2023
TENTANG

FENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS

Memimbang

Mengingat

UDAYANA.
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Wakil Rektor
Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi, Nomor
Bf4581/UN14.IV/HK.02./2023, Tanggal 13 September
2023, Perihal Pengajuan SK Rektor;

hahwa berdasarkan Rapat Pejabat Pengelola Informasi
Publik Universitas Udayana tanggal 28 Agustus 2023 telah
mendapatkan persetujuan Penetapan DIK sebagaimana
tercantum dalam Berita Acara Nomaor
Bf1/UN14/HM.02/ 2023, perlu penetapan Caftar
Informasi Dikecualikan Pada Universitas Udayana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan hurufl b, perlu menetapkan Keputusan
Rektor Universitas Udayana tentang Penetapan Daftar
Informasi Dikecualikan [DIK) di Lingkungan Universitas
Udayana;

Undang-Undang Nomor |7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336}

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5149);



Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

7. FPeraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 748j;

%, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas
Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 620);

9. HKeputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Udavana Periode Tahun
2021-2025;

MEMUTUSEKAN:

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG

PENETAPAN DAFTAR I[INFORMASI DIKECUALIKAN PADA
UNIVERSITAS UDAYANA,

: Daftar Informasi Dikecualikan pada Universitas Udayana

scbagimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini,

: Biava yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Relstor ini

dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Universitas Udayana yang relevan,

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

itetapkan di Jimbaran
2 tanggal 13 September 2023
UNIVERSITAS UDAYANA,

GDE ANTARA £%°
N8071992031002



PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKANPADA UNIVERSITAS

LAMPIRAN
KREPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1420/UN14/HK /2023

TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS UDAYANA .

No.

Informasi

UDAYANA.

Dasar Hukum

Honsekuensi/Pertimbangan
Bagl Publik

Pengecualian
Informasi

Dibiikia

Ditulup

Undt
Kersja

Iinformasi vang
ifat dan
momiual data
binei Dsgen,

CLELEE
epemndidikan,
ahnosiswn, dnrn
lummnai

2

- Undang-

. Poraturan

Pasal 17 hoaral
h angka 5
Undang-
Undang Nomorn
14 Tahun
20408 tentang
Keterbultaan
Informasi
Pualalik

Undang Nomor
27 Tahun '
BT 1entang
Pelindungan
Data Pribad]

Komisi
Informasi
MNomor 1
Tahun L0221
tentang
Standar
Lavanan
Informasi
Publik Pasal
13 Avat 2 dan
Avat 3

Dapat
mengunghapdoto
pribacdi

Brlama vang
ity filkean
{Seelal
Peraturan
Perundang-
undangan)

[Sermun
Limit Rerda

Data nilai
mahasiswa,
chaltar riwaynl
aiudi dan
propoml

ipenelitinn
mahasiswa

. Paaal 17 huraf

. Peraturan

h angka 5
Undang
Undany Nom
14 Tahun
2008 tentang
hetorbulkann
informasi
Publik;

K omdsi
Informasi

Momor 1

Dibnaken

lmetelah ada
persstijuan
leriulis dard

impinan dan
Ang

bersangkutan

ithulen
etelah ada

tujunn
rertulis dard
pirmpinan dan
PRI

bersangkutan

BAKH dan|




0.

Dasar Hukum

Pengecualian
Informasi

Honseluensi/Pertimbungan

Dibuka

Bagl Publik

DHtutup

Heterangin

Unit
Kerja

Terhun 2021
tentang
Standar
Lavanan
Informasi
Publilk Paaal
13 Ayat 2 dan
Ayat 3 |

Beal dan
jawaban ujisan
TS ITLESLL

b dam i
Lndang-
Undang Nom

lemtanyg
Keterbukaan
Informasi
Publil; dan
P Peraiiran
Komisi
Informas!
Mamor 1
Tohun 2021
tentang
Standar
Loyanan
Inforrmasl
Publik Pasal
13 Ayvat 2 dan
Ayal 3

1. Paaal 17 hwﬁhm
actehal

ellndungl soal-
ol dan jawaban

gumiuman  darl pihak vang

An ada

14Tahun 2008 e ven iuan

tertulis dar
plmplnan

BEUNE
awwb,

hingga ridak
Lerjadi
HEC UraEEaT

5 [limal Tahun

BAKH;

Lign

Forang

tami dan
ta pendubkung
borong

1, Pasal 17
Unclanrg -
Undang
MNomeor 14
Tahun 2008
tentang
Keterbulcaan
Informasi
PFubtik; dan
2. Peraluran
Komisl
Informasi
Momoaor 1
Tuhun 2021
lentang
HStandar
Layanan
Informasi
Publik Pasal
13 Ayatl 2 don
Ayat 3

Dapal mengEEiEEL
kepentingan
perlindungsn hok
jatae keknynsn
intelekiual dan
parlindungan dad
persaingan usshs
tidalk achat

= |lima) Tahun

POrAn
UARELR
belum diaadn

1. Pa=al 17 huraf]
h angka &
Undang-
Undong Namo
14 Tahun
2008 tentang
Eeterbukaan
Informasi
Publik; dan
Peratuiran

:!:'Eﬂyu'luhgunun
ndskumen oloh
:pihai-: lain vang
tidak

u:lh’kl ampelisn

| [datu) Tohun

EIFELE

Komiisi




Informasi

Dasar Hukum
Pengecuniinn
Informasl

Diibuala

Honsekuenai/ Pertimbangan

Ditutup

Keterangun

Informasi
Nomor 1
Tahun 2021
tentang
Standar

Informasi
FPublik Pasal
13 Ayat 2 dan
Avat 3

lumen terbomit

ari ks

jeruhan
hulcuman
cligiplin mrau

an

tilkm dosen doan
[ TR
kependicdikan

1.Panal 17
huaral h
Undang-
Undang
Momor 14
Tehun 2008
tentAng
Keterbukasan
Infoiinast
Publik: dan

2. Peraiuran
Komikh
Informasi
Momor 1
Tahim 2021
tentang
Seandar
Laymran
Informasi
Publik Pasal
13 Ayat 2 dan
Aayat 3

Dapat
mengungkap
data pribadi

Hoal dan
jawsban ujian
dinas den ujian
[penycsusAian
ijnzah

1.Pasal 17
Furuf b das &
Undang-
Undang
Nomor 14
Tahun 2008
LENEANE
Keterbulkomn
Informas
Publik; dan

. Peraiuran

Kormisi

Informasd

Nomor I

Tahun 2021

tentang

Btandar

Laymnan

ImforTmasi

Fablilk Pasal

13 Ayemt 2 dan

HAyatl 3

PENELIMIMAN
clan adda
peractujuaan
tertiilis dar
plmpiran

Dibulca muiah]l.lcundung_;i soal:

al dan jawnaban

Dibukn
metelah ada
perseliijian
tertulis dari
pimpinon dan
YT
bersangkutan

BU/BDM

& [bma) Tahun

BLI/SD

Data pongaduasn
masyvarakat dan
laporan hasil
pemeriksann
terhadap kinetja
ata perilakn
individu pejabat

. Paaal 17
huruf h
Undang-
Undang
Momaor 18
Tahiin 2008
terTang
Eeterbuloaan

miay staf

Dapat
ngungkapdata
b el

Dibuka
setelah ada
peraciLyLEan
tertulis dar
pimpinan dan
YETLE

b raEn gl tan

SP1/BU/J
BAKH




Informasi

-

Daear Hukum
Fengecunlian
Informasi

Dibuka

Honsekuenal/Pertimbangan

Publik

== Keterangan
Ditutup

2.

Informasi
Publik; dan
Peraturan
Komial
Informas)
Mormor 1
Tahun 2021
tentRng
Standar
Layanan
Informasi
Fublik Pasal
13 Ayat 2 diin
Avat 3

Dokumen
perjanjian kerja
jpama dan Data
pritradi Mitra
Ker|asnma

38

Fasal 44
Undang
Undang No.
43 Tahun

Sampal mas
rjanjian
hirdan

a
200 M entang persetuuan

Kearsipan;
Permturin
Fomiai
Informasi
Momor 1
Tahun 2021
Lenitang
Standar
Layanan
Informeasi
Publik Pasal
13 Ayat 2 dan

_Awyat 3

tertulis para
pihak

Btau paEda
masa sudit

5 (lima) Tahun

10

[Proposal dan
Lapotan Akhir
Penelitian dan
k%nﬁlbﬂinn

i

Poaaal 17
huruf b
Undang-
Undang
MNomoar 14
Tahun 2008
tentang
Keterbuleaan
Informasi
Publik; dan
Peraturan
Krmisd
Informasi
Momar 1
Tahun 2021
tentang
Siandar
Layvanan
Informas:
Publik Pasal
L3 Avat 2 dan
Avat 3

Member
LgEL
katns
kekayaan
inielekiual

5 [lirma) Tahin

LPPM

. Pasal 16 ayat

1 butir b,
Undang-
Undang Normor
11 tahin 2008
tentang
Informasi dan
Transaksi

[Eimtem

Universitas
keseluruhan dan rsangkutan
ugn berial datn-

LIsn]




Informasi

. Peraturan

Deear Hultam

5.

Honsekuensi/Pertimbangan

Bagi Publik

Pengecanlian
Informasi

Dibuokn

Ditutup

Heterungan

Umlt
Kerja

Elektronik:

. Pasal 17

Undang-
Undang Marmuos
14 Tahun

2008 tentang

Keterbukaan
Informasi
Publik;

- Pasal 49 Ayt

1 hural h
Undarig-

UndangMNomor
43 wahuan 2009

temtmng
Rearsipan; dan

Kormi=d
Informasi
MNomor 1
Tahun 2021

tentang
Seancar

Lavanan

Informas
Publik Pasal
13 Ayat 2 dan
Ayat 3

. ﬂJ.i_[: 'Flrhra'[

NIP 19640807 199203 1002




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor : 1 Tahun 2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puuh Tiga bertempat di Ruang
Bangsa Gedung Rektorat Universitas Udayana Kampus Unud Jimbaran telah dilaku<an Pengujian Konsekuensi
terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No. |
_
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Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi
Peraturan Komisi Informaeasi
Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi
Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat |
3 |

Data nilai mahasiswa, 1. Pasal 17 huruf h angka 5|

daftar mwayat studi
dan proposal
penelitian mahasiswa

2,

Lindang-Undang Momor 14
Tahun 2008 Lentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Kommisi Informasi
Momor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layvanan Informasi
Publik FPasal 13 Avat 2 dan Avyat

3

Dibuka setelah
ada persetujuan
tertulis dari
pimpinan dan
yang
bersangkutan

o Publilk Jangka Waktu
_ Dibuka Ditutup
_ Selama yang dibutuhkan |
Drapat R
(Sesuai Peraturan
mengungkap -
data pribadi Perundang-undangan)

Dibuka setelah ada
persctujuan tertulis
dari pimpinan dan
yvang bersangkutan




Spal dan jawaban
wjian tes masuk

Borang akreditasi dan |

data pendukung
borang

. Pasal 17 huruf b dan m.ﬂnn.m._._m-

Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Infarmasi
Publik; dan

Peraturan Komisl Informasi
Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi
Publik Pasal 13 Avat 2 dan Ayat
3

Dibuka setelah
PEOZUIMILLITEAT
dan ada
persetujuan
tertulis dar
pimpinan

Melindungi
soal-soal dan
jawaban dari
pihak yvang
tidak
bertanggung
jawah,
schingga tidak
terjadi

—

2 [limaj Tahun

Laporan keuangan
sehelum diaudir

kecurangan
1, Pasal 17 Undang-Undang Dapat 5 (lima) Tahun
Nomor 14 Tahun 2008 lentang mengeanggu
Keterbukaan Informasi Publik; kepentingan
dan o ) perlindungan hak
2. Peraturan Komisi Informasi atas kekavaan
Momor 1 Tahun 2021 tentang intelsictiial den
Standar Layvanan [Informasi
Putlik Pasal 13 Avat 2 dan perlindungan dari
Ayat 3 persaingan usaha
tidak sehat
1. Pasal 17 huruf h angka 5 Penyalahgunaan 1 {satu)] Tahun
Undang-Undang Nomor 14 dokumen oleh
Tahun 2008 tentang pihak lain yvang

Keierbukaan Informasi Publik;
dan

Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi
Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat
3

Dokumen terkait
sanksi penjatuban
hukuman disiplin
atau pelanggaran
etika dosen dan
tenaga
kependidilean

. Pasal 17 huruf h Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Publik; dan

Peraturan Komisi Informasi
Nomaor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan [Informasi
Publik Pasal 13 Avat 2 dan

tidak
berkompeten

Dapat

mengungkap
data pribadi

Dibuka setelah ada
persetujuan tertulis
dari pimpinan dan
vang bersangkutan




Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layvanan Informasi
Publik Pasal 13 Ayat 2 dan
Ayat 3

Avar '3
¥ | Soal dan jawaban L. Pasal 17 huruf b dan i Undang- Dibuka sctelah Melindung 5 (lima] Tahun
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Nomor 1| Tahun 2021 tentang _—um_..._ﬂ._nm: bertanggung
Standar Layanan Informasi jawabsehingga
Publik Pasal 13 Ayat 2 dan tidak
. i HAvat 3 ) N terjadi kecurangan ) |
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center, disaster
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aplikasi, Username
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. Pasal 17

. Pasal 16 ayat 1 butir b, Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transalsi
Elektronik;

Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik:

. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-

Undang Nomor 43 tahun 2009
tentang Kearsipan; dan

. Peraturan Komisi [Informasi
Nomor 1 Tabun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi
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3
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Bahwa penpujian konsekuensi sehagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

IPUASEAN.Eng

 NO NAMA JABATAN UNIT KERJA TANDA
TANGAN
1. | Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, Wakil Rektor Bidang Rektorat -
-.\-1..
M Kes Perencanaan, Kerjasama dan \\.
Informasi (PPID) \
2. | Dr. dr. Komang Januartha Putra Dekan (PPID Pelaksana] Fakultas Kedokteran 1
Pinatih, M Kes
3. | Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana M.S. Dekan (PPID Pelaksana) Fakultas Peternakan o




FPertimbangan|

4. | Prof. Ir. Linawati, M.Eng. Sc., Ph.D Dekan (PPID Pelaksana) Fakultas Teknik
5. | Praf. Dr. Ir. | Nvoman Gede Ustrivana, | Dekan (PPID Pelaksanaj | Fakultas Pertanian
MM
6. | Prof. Dra. Ni Luh Watiniasih, Dekan (PPID Pelaksana) Fakultas MIPA
M.Sc.,Ph.D
7. | Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si. Dekan (PPID Pelaksana) FISIP T
8. | Prof. Dr. Ir. | Wayan Nuzrsa, M.Si Dekan (PPID Pelaksana) Fakultas Kelautan dan
| g
Perikanan
|
9. Prof. Dr. Drh. | Nyoman Suarsana, M.51 | Ketua LPPM (PPID Pelaksana) LPPM |/
10. | Prof. Dr. Ir. | Gede Rai Maya Temaja, Wakil Rektor Bidang Akademik | Rektorat m
M.P.JPU (Tim Pertimbangan) n]/%“
11. | Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, | Wakil Rektor Bidang =~ Rektorat =
MT.,Ph.D.,IPU,ASEAN Eng Xemahagiswaan (Tim
Pertimbangan)
12. | Ni Made Pertami Susilawati, SE.M.M | Kepala Biro Umum (Tim Rektorat
Pertimbangan) \\\..r\.-\\..
| 13. | Drs. | Ketut Kartika Kepala Biro Kemahasiswaan Rektorat I
{Tim Pertimbangan) \-\J :
14, | Prof. dr. | Md. Ady Wirawan, MPH, Ph.D | Wakil Dekan (Tim | Fakultas Kedokteran ,__ ]




15. | Dr. 1 Nyoman Sumerta Miwada 3.Pr, Wakil Dekan (Tim | Fakultas Peternakan
M.P Pertimbangan)
16. | Dr. | Made Sarjana, SH,,MH Wakil Dekan (Tim Fakultas Hukum
Pertimbangan)
17. | Prof. Ir. | Nyoman Budiarsa, M.T., Wakil Dekan ({Tim Fakultas Teknik F
.T__..H..Hu.- ._.—.r.-._...u ﬁﬂﬂiﬂ-.ﬁ-gmﬂ.ﬂ'
18. | Dr. | Gde Kajeng Baskara, S.E., Ak., Wakil Dekan (Tim Fakultas Ekonomi dan
M.M. Pertimbangan| Bisnis
19, | Prof. Ni Nvoman Rupiasih, Wakil Dekan (Tim Fakultas MIPA
S.8i.,M.8i,Ph.D Pertimbarngin)
20. | Dr. Ir. Komang Avu Nocianitri, M.Agr, | Wakil Dekan (Tim | Fakultas Teknologi Pertanian | m =
Qe Pertimbangan) o
21. | Dra. Hamidiah Yunus Koordinator Kerjasama dan BAKH =
Hubungan Masvarakat e
22. |1 Nyoman Subaga, S.Sos | Arsiparis Ahli Muda Biro Umum
23. | Putu Eka Putrawan Yuliana, ST..M.M Koordinator Perencanaan BPKL /mg,
= = =
24. | 1 Made Budiastrawan, 5 Kom. M.M Koordinator Minat, Penalaran | BEM \N
dan Informasi Kemahasiswaan i
25. | Dr. I Wayan Gayun Widharma, SE.,M.Si | Koordinator TU, RT dan HTL | Biro Umum — |




26, | Dr. Anak Agung Gede Duwira Hadi

Santosa, SH. .M. Hum

Wakil Direktur Badan
Pengelola Usaha

Fakultas Hukum

27. | Ni Luh Eka Lestari, 5. M_A.P

sSub Koordinator Hubungan

| Masyarakat

BAKH

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat dengan seksama dan penuh ketelitian,




